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 Abstract: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 

bidang pangan jamur melalui pendampingan terpadu pada aspek 

legalitas usaha dan akses pembiayaan. Mitra kegiatan merupakan 

pelaku usaha jamur yang berlokasi di Kabupaten Gowa, Sulawesi 

Selatan, yang pada kondisi awal menghadapi kendala dalam aspek 

formalitas usaha, pemenuhan persyaratan legalitas produk, serta 

keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal. Metode 

pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui 

beberapa tahapan, yaitu identifikasi kondisi awal mitra, pendampingan 

pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), edukasi terkait sertifikasi 

halal, pendampingan pemenuhan persyaratan legalitas pangan, serta 

peningkatan pemahaman mengenai alternatif akses pembiayaan melalui 

lembaga keuangan formal, termasuk skema Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif dengan membandingkan kondisi usaha sebelum dan 

setelah program pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya 

peningkatan kapasitas mitra dalam memahami pentingnya legalitas 

usaha, pemenuhan standar produk pangan, serta strategi memperoleh 

akses pembiayaan formal. Pendampingan yang dilakukan juga 

mendorong peningkatan kesiapan usaha dalam memperluas akses 

pasar, membangun kepercayaan konsumen, dan meningkatkan daya 

saing produk jamur. Program ini menunjukkan bahwa pendekatan 

pendampingan terpadu dapat menjadi strategi efektif dalam mendorong 

transformasi UMKM pangan menuju usaha yang lebih formal, berdaya 

saing, dan berkelanjutan. Kegiatan ini mendukung pencapaian 

Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 8 mengenai 

pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta SDG 12 mengenai 

konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 
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PENDAHULUAN 
Usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terutama pada sektor 

pangan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar. Keberadaan UMKM pangan menurut 

Adiguna et al., (2024) tidak hanya berkontribusi terhadap penyediaan produk konsumsi harian 

tetapi juga menjadi penggerak utama ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan 

peningkatan pendapatan masyarakat. Di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompetitif 

UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan pasar serta meningkatkan kualitas 

usaha agar tetap bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Namun demikian, potensi besar 

tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan kapasitas usaha yang memadai karena masih 

banyak pelaku UMKM yang menghadapi berbagai keterbatasan dalam pengelolaan usaha secara 

profesional. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas UMKM khususnya pada sektor 

pangan menjadi kebutuhan mendesak agar usaha yang dijalankan tidak hanya bertahan dalam 

jangka pendek tetapi juga mampu berkembang secara berkelanjutan serta memiliki daya saing yang 

lebih kuat pada pasar yang semakin terbuka. 

Permasalahan utama yang dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah pada sektor pangan 

berkaitan dengan rendahnya pemenuhan aspek legalitas usaha yang menjadi dasar dalam 

pengembangan bisnis secara formal (Ummah, 2023). Banyak pelaku UMKM yang masih 

menjalankan usaha tanpa memiliki dokumen resmi seperti: Nomor Induk Berusaha dan izin edar 

pangan. Hal ini membuat usaha yang dijalankan belum sepenuhnya diakui secara administratif. 

Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses terhadap pasar yang lebih luas karena sebagian besar 

jaringan distribusi modern saat ini mensyaratkan legalitas sebagai bentuk jaminan kualitas dan 

keamanan produk. Selain itu, ketiadaan legalitas juga memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen 

terhadap produk yang dihasilkan karena tidak adanya bukti formal yang menunjukkan bahwa 

proses produksi telah memenuhi standar yang berlaku. Dengan demikian, aspek legalitas tidak 

hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif tetapi juga menjadi instrumen penting dalam 

meningkatkan kredibilitas usaha serta memperluas peluang pasar bagi UMKM pangan. (Arifin et 

al., 2025; Santoso et al., 2023; Setiawan et al., 2025) 

Selain permasalahan legalitas keterbatasan akses terhadap pembiayaan usaha juga menjadi 

hambatan signifikan dalam pengembangan UMKM pada sektor pangan. Pelaku usaha umumnya 

masih bergantung pada modal pribadi yang jumlahnya terbatas sehingga tidak mampu mendukung 

peningkatan kapasitas produksi maupun inovasi produk secara optimal. Kondisi ini diperparah oleh 

rendahnya literasi keuangan serta belum terpenuhinya persyaratan administratif yang dibutuhkan 

untuk mengakses pembiayaan formal dari lembaga keuangan. Akibatnya, peluang untuk 

memperoleh tambahan modal usaha menjadi semakin kecil sehingga usaha cenderung stagnan dan 

sulit berkembang. Atas dasar keterbatasan pembiayaan tersebut, tim PKM pada akhirnya 

menemukan adanya urgensi terhadap daya saing produk di pasar karena pelaku usaha tidak 

memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas produksi memperbaiki kemasan serta 

mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Oleh karena itu, permasalahan legalitas 

dan pembiayaan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan perlu ditangani secara terpadu 

agar UMKM pangan dapat berkembang secara berkelanjutan. 

Kondisi permasalahan tersebut juga ditemukan pada salah satu pelaku usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) bidang pangan jamur di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Mitra usaha 

tersebut bergerak dalam kegiatan budidaya dan pengolahan jamur sebagai produk pangan yang 

memiliki nilai ekonomi serta peluang pengembangan pasar yang cukup besar. Produk jamur yang 

dihasilkan memiliki karakteristik sebagai bahan pangan bernilai tambah karena dapat diolah 

menjadi berbagai produk konsumsi serta memiliki potensi pemasaran yang lebih luas melalui 
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pengembangan inovasi produk dan strategi pemasaran yang tepat. Selain itu, pelaku usaha telah 

mulai memanfaatkan teknologi digital sebagai media promosi dan pemasaran untuk memperluas 

jangkauan konsumen. 

Namun, pemanfaatan peluang pasar tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan 

kapasitas usaha, khususnya pada aspek legalitas usaha, pemenuhan standar produk pangan, dan 

pengelolaan bisnis secara formal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi 

produksi yang dimiliki dengan kesiapan sistem usaha yang diperlukan untuk mendukung 

pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Padahal, legalitas usaha dan pemenuhan standar produk 

menjadi faktor penting bagi UMKM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas 

jaringan pemasaran, serta membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak. 

Kesenjangan tersebut terlihat dari belum optimalnya pemenuhan aspek administratif dan 

manajemen usaha yang menjadi prasyarat dalam pengembangan bisnis. Pada kondisi awal, mitra 

masih menghadapi keterbatasan dalam pemahaman dan pengurusan legalitas usaha, sehingga 

peluang untuk memasuki pasar yang lebih luas serta mengakses berbagai program pendukung 

usaha masih terbatas. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal juga menjadi salah 

satu hambatan dalam meningkatkan kapasitas produksi, pengembangan fasilitas usaha, dan 

peningkatan kualitas produk. Sejalan dengan pendapat Astuti et al. (2019), keterbatasan akses 

pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat perkembangan UMKM dalam 

meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing. 

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa adaptasi terhadap teknologi pemasaran digital 

perlu diikuti dengan penguatan fondasi usaha melalui peningkatan legalitas, tata kelola bisnis, dan 

kesiapan akses pembiayaan. Oleh karena itu, tim pengabdian kepada masyarakat mengidentifikasi 

perlunya program pendampingan terpadu yang mampu membantu mitra dalam memperkuat aspek 

legalitas usaha dan meningkatkan pemahaman terhadap alternatif pembiayaan formal. Upaya 

tersebut diharapkan dapat mendorong transformasi usaha jamur di Kabupaten Gowa menuju usaha 

yang lebih profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan. 

Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan suatu bentuk pendampingan yang terarah dan 

berkelanjutan sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas usaha UMKM secara 

menyeluruh. Pendampingan menjadi penting karena permasalahan yang dihadapi tidak hanya 

bersifat teknis tetapi juga berkaitan dengan kesiapan sistem usaha yang mencakup legalitas dan 

akses pembiayaan. Legalitas usaha memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan 

konsumen serta membuka peluang masuk ke pasar yang lebih luas sehingga keberadaannya tidak 

dapat dipisahkan dari upaya pengembangan usaha (Ummah, 2023). Akses terhadap pembiayaan 

formal menurut Harti et al., (2022) juga memerlukan kesiapan administratif dan kelayakan usaha 

yang tidak dapat dicapai tanpa adanya pembinaan yang tepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

pendekatan yang bersifat parsial tidak cukup untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha karena 

hanya menyentuh satu aspek tanpa memperkuat aspek lainnya. Sehingga diperlukan pendampingan 

yang mampu mengintegrasikan berbagai aspek pengembangan usaha agar pelaku UMKM tidak 

hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dalam 

pengelolaan usaha yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. 

Kebaruan dalam kegiatan pengabdian ini terletak pada penerapan pendekatan pendampingan 

yang terintegrasi dalam mengatasi permasalahan legalitas usaha dan akses pembiayaan pada 

UMKM pangan. Pendekatan ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif 

tetapi juga untuk membangun kapasitas usaha secara menyeluruh melalui keterkaitan antar aspek 



 
JIPMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 
Vol.2, No.2, Agustus 2026 
 

166 
 

yang saling mendukung. Penguatan legalitas usaha dilakukan sebagai langkah awal untuk 

meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pasar sehingga pelaku usaha memiliki posisi yang lebih 

kuat dalam menghadapi persaingan. Selanjutnya, kesiapan legalitas tersebut menjadi dasar dalam 

membuka akses terhadap pembiayaan formal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kapasitas produksi dan kualitas produk. Integrasi kedua aspek ini menunjukkan adanya hubungan 

yang saling berkaitan antara legalitas usaha dan kemampuan memperoleh pembiayaan yang pada 

akhirnya berdampak pada peningkatan kapasitas usaha secara berkelanjutan. Melalui skema yang 

ditawarkan oleh tim PKM inilah pendekatan pendampingan yang dilakukan tidak bersifat parsial 

tetapi mampu memberikan solusi yang lebih komprehensif dalam mendorong pengembangan 

UMKM pangan. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan upaya 

pencapaian SDG 8 mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta SDG 12 

mengenai pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Penguatan kapasitas UMKM 

melalui pendampingan legalitas usaha dan akses pembiayaan merupakan langkah strategis dalam 

mendorong peningkatan produktivitas usaha serta penciptaan peluang ekonomi yang lebih luas 

bagi masyarakat (Hidayah & Pratama, 2025). Legalitas usaha yang terpenuhi akan mendukung 

terciptanya sistem produksi pangan yang lebih aman dan berkualitas sehingga memberikan jaminan 

bagi konsumen dalam mengonsumsi produk yang dihasilkan. Di sisi lain peningkatan akses 

terhadap pembiayaan formal memungkinkan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya secara 

berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Merujuk hal 

tersebut, tujuan kegiatan pendampingan ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian 

permasalahan usaha tetapi juga berkontribusi dalam mendukung agenda pembangunan 

berkelanjutan melalui penguatan sektor UMKM pangan. 

Berdasarkan uraian pada pendahuluan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan 

untuk meningkatkan kapasitas usaha UMKM pangan melalui pendampingan yang terintegrasi pada 

aspek legalitas usaha dan akses pembiayaan. Kegiatan ini diarahkan untuk membantu pelaku usaha 

dalam memenuhi persyaratan legalitas sehingga usaha yang dijalankan memiliki pengakuan formal 

dan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas akses pasar. Selain itu 

pendampingan juga difokuskan pada peningkatan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam 

mengakses pembiayaan formal sebagai upaya mendukung pengembangan kapasitas produksi dan 

kualitas produk. Melalui pendekatan yang terstruktur, tim PKM berharap pada pelaku usaha untuk 

tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga mampu mengimplementasikan hasil 

pendampingan dalam pengelolaan usaha secara lebih profesional. Dengan demikian, kegiatan ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pengembangan UMKM pangan 

yang lebih berkelanjutan dan memiliki daya saing yang lebih kuat. 

METODE  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan program pendampingan yang 

menggunakan pendekatan partisipatif dengan menekankan keterlibatan aktif pelaku usaha dalam 

setiap tahapan kegiatan guna meningkatkan kapasitas usaha secara berkelanjutan (Hidayah et al., 

2021). Pendekatan ini dipilih karena mampu mendorong pelaku UMKM untuk tidak hanya menjadi 

objek tetapi juga subjek dalam proses pengembangan usaha sehingga hasil pendampingan dapat 

diterapkan secara nyata dalam aktivitas usaha sehari hari. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Maret 

hingga April tahun 2026 di Kabupaten Kediri dengan subjek pengabdian yaitu UMKM Brother 

Farm yang bergerak pada bidang budidaya dan pengolahan jamur kuping sebagai produk pangan. 

UMKM ini dipilih karena memiliki potensi pengembangan usaha yang cukup besar namun masih 

menghadapi keterbatasan dalam aspek legalitas usaha dan akses pembiayaan. Melalui pendekatan 



 

 
 

167 
 

ini, tim PKM mengharapkan pelaku usaha dapat memahami setiap proses pendampingan secara 

komprehensif serta mampu mengimplementasikan hasil kegiatan dalam pengelolaan usaha yang 

lebih terstruktur dan berkelanjutan. (Saraswati & Aprilia, 2025) 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Gambar 1. Alur Tahapan Kegiatan Peningkatan Kapasitas UMKM Pangan Jamur Kuping 

Berkelanjutan 

  

  

Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara sistematis 

melalui lima tahap utama yang saling berkesinambungan untuk mencapai peningkatan kapasitas 

usaha secara menyeluruh. Merujuk pada sistematika kegiatan pengabdian dari Puspitacandri et al., 

(2026) Tahap pertama diawali dengan observasi awal dan identifikasi masalah melalui kegiatan 

pengamatan langsung serta wawancara dengan pelaku usaha guna memperoleh gambaran kondisi 

usaha dan permasalahan yang dihadapi. Tahap kedua dilanjutkan dengan pendampingan 

pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik yang 

bertujuan untuk memberikan legalitas dasar usaha. Tahap ketiga berupa pendampingan sertifikasi 

halal yang diawali dengan edukasi terkait pentingnya jaminan produk halal serta identifikasi 

kesesuaian produk dengan ketentuan yang berlaku. Tahap keempat dilakukan pendampingan 

pembuatan izin Pangan Segar Asal Tumbuhan melalui pemenuhan persyaratan administratif dan 

teknis guna menjamin keamanan produk pangan. Tahap kelima dilaksanakan pendampingan 

permodalan melalui edukasi dan konsultasi terkait akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan 

pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan formal. Kelima tahapan tersebut dirancang secara 

terintegrasi sehingga setiap kegiatan tidak berdiri sendiri tetapi saling mendukung dalam 
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mendorong pengembangan usaha yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. (Nuryadi & Pratama, 

2025) 

Pengumpulan data dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui teknik observasi 

wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kondisi 

usaha sebelum dan sesudah pendampingan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung 

aktivitas usaha dan proses produksi yang berlangsung sedangkan wawancara digunakan untuk 

menggali informasi terkait permasalahan serta kebutuhan pelaku usaha (K. Anwar & Fitriana, 

2021). Dokumentasi dilakukan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai data 

pendukung dalam proses analisis (Umar et al., 2021). Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan membandingkan kondisi awal dan kondisi 

akhir setelah pendampingan dilakukan sehingga dapat diketahui perubahan yang terjadi pada 

kapasitas usaha. Indikator keberhasilan kegiatan ditentukan berdasarkan capaian konkret yang 

meliputi diperolehnya legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin Pangan Segar 

Asal Tumbuhan (PSAT) serta peningkatan pemahaman pelaku usaha terkait jaminan produk halal 

dan akses pembiayaan (Pratama & Farida, 2025; Rahayu & Febrina, 2021; Ummah, 2023). Selain 

itu keberhasilan juga diukur dari meningkatnya kesiapan pelaku usaha dalam mengakses 

pembiayaan formal sebagai bagian dari pengembangan usaha. Pelaksanaan metode ini juga selaras 

dengan tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya pada SDG 8 yang menekankan 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan kapasitas UMKM serta SDG 12 yang 

berkaitan dengan produksi pangan yang aman dan bertanggung jawab sehingga kegiatan 

pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak pada tingkat usaha tetapi juga mendukung agenda 

pembangunan berkelanjutan. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Observasi Awal dan Identifikasi Masalah 

Pada tanggal [tanggal pelaksanaan], dilakukan kegiatan observasi awal terhadap kondisi 

usaha mitra UMKM jamur di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kegiatan observasi ini bertujuan 

untuk memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai kondisi awal usaha, meliputi profil 

usaha, karakteristik produk, lokasi kegiatan usaha, kapasitas produksi, kondisi permodalan, sistem 

pemasaran, serta karakteristik pasar yang menjadi sasaran (Purboyo et al., 2022). 

Selain observasi lapangan, tim pengabdian juga melakukan wawancara mendalam dengan 

pemilik usaha untuk memperoleh informasi mengenai proses bisnis yang dijalankan, mulai dari 

tahapan budidaya, pengelolaan hasil produksi, hingga strategi pemasaran produk jamur. 

Wawancara tersebut juga digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi mitra, 

terutama terkait aspek legalitas usaha, pengelolaan bisnis, akses pembiayaan, serta kebutuhan 

pengembangan usaha di masa mendatang. Hasil observasi dan wawancara awal menjadi dasar 

dalam penyusunan program pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mitra untuk 

meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha. 
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Gambar 1. Proses Identifikasi Awal Usaha Jamur Kuping di Kabupaten Gowa 

  Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan mitra usaha jamur di Kabupaten Gowa, 

Sulawesi Selatan, ditemukan bahwa kegiatan usaha masih dijalankan dengan tingkat formalitas 

yang terbatas dan belum sepenuhnya didukung oleh dokumen legalitas usaha yang memadai. Mitra 

belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi usaha serta belum memenuhi 

beberapa aspek pendukung legalitas produk pangan, seperti pemahaman mengenai sertifikasi halal 

dan standar perizinan pangan yang relevan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa usaha belum 

sepenuhnya memenuhi persyaratan formal yang diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas usaha, 

membangun kepercayaan konsumen, serta memperluas peluang pemasaran pada segmen pasar 

yang lebih luas. 

Selain aspek legalitas, keterbatasan permodalan menjadi salah satu faktor yang 

menghambat pengembangan usaha mitra. Ketersediaan modal yang terbatas menyebabkan pelaku 

usaha belum mampu melakukan peningkatan kapasitas produksi, pengembangan fasilitas usaha, 

maupun optimalisasi strategi pemasaran. Kondisi ini sejalan dengan temuan Meijer et al. (2019) 

yang menjelaskan bahwa UMKM memiliki kecenderungan menghadapi hambatan dalam 

memperoleh akses pembiayaan formal dibandingkan dengan perusahaan berskala besar. 

Mukherjee (2018) juga mengungkapkan adanya kesenjangan pembiayaan UMKM (MSME finance 

gap) yang menyebabkan banyak pelaku usaha belum memperoleh layanan keuangan secara optimal 

untuk mendukung pertumbuhan bisnis. 

Di sisi lain, keterbatasan dalam aspek legalitas dan tata kelola usaha juga berpengaruh 

terhadap tingkat kepercayaan dalam hubungan bisnis dan rantai pasok pangan. Arindhawati dan 

Utami (2020) menjelaskan bahwa transparansi dan pemenuhan standar dalam rantai pasok pangan 

berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen serta meningkatkan daya saing 

produk. Tanpa dukungan legalitas dan standar usaha yang jelas, produk UMKM akan menghadapi 

hambatan dalam memasuki pasar yang lebih kompetitif, termasuk peluang kerja sama dengan mitra 

usaha dan lembaga distribusi yang lebih besar. 
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Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut, kegiatan pendampingan kepada mitra 

difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu: (1) penguatan legalitas usaha melalui fasilitasi 

pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), (2) peningkatan kualitas dan kredibilitas produk melalui 

edukasi terkait sertifikasi halal serta pemenuhan standar pangan yang sesuai, dan (3) peningkatan 

akses permodalan melalui edukasi serta fasilitasi informasi mengenai sumber pembiayaan formal, 

khususnya skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pendekatan tersebut diharapkan mampu 

memperkuat kapasitas usaha jamur di Kabupaten Gowa sehingga dapat berkembang menjadi usaha 

yang lebih profesional, memiliki daya saing, dan berkelanjutan. 

  

Pendampingan Pembuatan NIB 

Pada tanggal 5 April 2026, dilakukan kegiatan pendampingan pengurusan Nomor Induk 

Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai bagian dari upaya 

formalisasi usaha mitra UMKM jamur di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini menjadi 

tahap awal dalam penguatan legalitas usaha agar mitra memiliki identitas usaha resmi yang diakui 

oleh pemerintah. Pendampingan dilakukan secara langsung dengan melibatkan pemilik usaha, 

dimulai dari tahap persiapan dokumen administrasi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor 

telepon aktif, alamat email, hingga proses penginputan data usaha pada sistem OSS. 

Selama proses pendampingan, tim pengabdian memberikan arahan teknis mengenai 

tahapan pendaftaran OSS, mulai dari pembuatan akun, pengisian profil usaha, penentuan 

klasifikasi bidang usaha, hingga proses pemeriksaan dan verifikasi data. Pendampingan intensif 

dilakukan untuk memastikan seluruh informasi yang dimasukkan sesuai dengan kondisi usaha 

mitra serta meminimalkan kesalahan administratif yang dapat menghambat penerbitan NIB. 

Kegiatan ini juga melibatkan pendamping yang memiliki kompetensi terkait administrasi usaha, 

sehingga proses pendaftaran dapat berlangsung secara efektif dan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. 

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mitra berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha 

(NIB) sebagai identitas resmi usaha. Kepemilikan NIB menjadi salah satu indikator penting dalam 

proses transformasi UMKM dari sektor informal menuju sektor formal. Arifin et al. (2024) 

menjelaskan bahwa legalitas usaha berperan sebagai fondasi bagi UMKM untuk memperoleh 

pengakuan administratif, meningkatkan kredibilitas usaha, serta mendukung pengembangan bisnis 

secara berkelanjutan. Dengan adanya NIB, mitra memiliki dasar legalitas yang dapat digunakan 

untuk mengakses berbagai layanan pendukung usaha, termasuk pengurusan perizinan lanjutan dan 

pengembangan kerja sama bisnis (Ichsan et al., 2019). 

Secara lebih luas, kepemilikan NIB memberikan dampak strategis terhadap peningkatan 

kepercayaan terhadap usaha mitra. Legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai dokumen 

administratif, tetapi juga menjadi bentuk komitmen terhadap tata kelola usaha yang lebih 

transparan dan profesional. Dalam konteks rantai pasok pangan, transparansi menjadi salah satu 

faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen serta memperkuat hubungan antara 

pelaku usaha dengan mitra distribusi (Gursoy et al., 2008). Oleh karena itu, penerapan legalitas 

usaha menjadi langkah awal bagi UMKM jamur di Kabupaten Gowa untuk meningkatkan daya 

saing produk dan memperluas peluang pasar. 
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Selain mendukung aspek administratif, kepemilikan NIB juga membuka peluang bagi mitra 

untuk mengakses berbagai program pengembangan usaha, termasuk layanan pembiayaan dari 

lembaga keuangan formal. Hal ini sejalan dengan Rosi dan Mahyuni (2021) yang menyatakan 

bahwa kemampuan UMKM dalam memenuhi persyaratan formal menjadi salah satu faktor yang 

memengaruhi akses terhadap layanan keuangan. Dengan demikian, pendampingan pengurusan 

NIB tidak hanya memberikan manfaat pada aspek legalitas, tetapi juga menjadi instrumen awal 

dalam memperkuat kesiapan usaha untuk memperoleh dukungan permodalan dan membangun 

kemitraan yang lebih luas. 

  

Pendampingan Sertifikasi Halal 

Pada tanggal 11 April 2026, dilakukan kegiatan pendampingan pengajuan sertifikasi halal 

bagi produk jamur mitra UMKM di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan melalui sistem layanan 

pengajuan sertifikasi halal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha 

mengenai pentingnya jaminan produk halal sekaligus memperkuat nilai tambah dan kredibilitas 

produk pangan yang dihasilkan. Pendampingan dilakukan secara sistematis melalui beberapa 

tahapan, yaitu identifikasi karakteristik produk, pemeriksaan bahan baku dan proses produksi, 

penyiapan dokumen administrasi, serta pengisian informasi produk pada sistem pengajuan 

sertifikasi halal. Dalam pelaksanaannya, tim pengabdian juga melibatkan pendamping yang 

memahami mekanisme sertifikasi halal agar proses dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku (Supriyadi et al., 2022). 

Selama kegiatan berlangsung, tim memberikan edukasi kepada pemilik usaha mengenai 

pentingnya jaminan produk halal sebagai bagian dari penguatan tata kelola usaha pangan. Menurut 

Alfiesyah (2025), sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek pemenuhan regulasi, tetapi 

juga dapat menjadi strategi peningkatan daya saing produk melalui peningkatan kepercayaan 

konsumen. Materi pendampingan mencakup pemahaman mengenai konsep halal, standar bahan 

dan proses produksi, mekanisme pengajuan sertifikasi, serta peran lembaga yang berwenang dalam 

penyelenggaraan sertifikasi halal. 

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mitra telah memperoleh pemahaman yang lebih baik 

mengenai mekanisme sertifikasi halal dan pentingnya penerapan prinsip jaminan produk halal 

dalam kegiatan usaha. Dalam proses pendampingan, dilakukan evaluasi terhadap karakteristik 

produk jamur yang dihasilkan, termasuk bahan baku dan tahapan pengolahannya. Berdasarkan 

hasil identifikasi tersebut, produk jamur yang dihasilkan memiliki karakteristik sederhana dengan 

bahan utama berupa jamur tanpa tambahan bahan yang berisiko mengandung unsur tidak halal. 

Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut proses sertifikasi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun proses pendampingan belum menghasilkan sertifikat 

halal pada tahap kegiatan ini, program tersebut tetap memberikan manfaat strategis bagi 

pengembangan usaha mitra. Pelaku usaha menjadi lebih memahami pentingnya pencatatan bahan 

baku, pengendalian proses produksi, serta penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan 
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sebagai bagian dari peningkatan kualitas produk. Pengetahuan tersebut menjadi modal penting bagi 

mitra dalam menghadapi perkembangan pasar yang semakin memperhatikan aspek keamanan, 

kualitas, dan kepastian produk pangan. 

Secara teoritis, Iskandar et al. (2025) menjelaskan bahwa kesadaran halal (*halal 

awareness*) memiliki hubungan terhadap persepsi konsumen dan keputusan pembelian produk 

pangan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek halal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap 

nilai keagamaan, tetapi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepercayaan konsumen 

terhadap suatu produk. Selain itu, Khan et al. (2021) menjelaskan bahwa penerapan nilai halal 

dalam strategi merek dapat memperkuat hubungan antara produk dan konsumen, khususnya pada 

pasar dengan tingkat kesadaran halal yang tinggi. 

Dengan demikian, kegiatan pendampingan sertifikasi halal pada UMKM jamur di 

Kabupaten Gowa memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi pelaku usaha mengenai 

standar halal dan penguatan kualitas produk. Walaupun sertifikasi formal belum diperoleh dalam 

tahap kegiatan ini, proses pendampingan telah membangun kesiapan usaha dalam memenuhi 

persyaratan halal serta mendukung transformasi UMKM menuju usaha pangan yang lebih 

profesional, terpercaya, dan berkelanjutan. 

 

Pendampingan Pembuatan PSAT 

Pada tanggal 18 April 2026, dilakukan kegiatan pendampingan terkait pemenuhan aspek 

perizinan pangan bagi produk jamur yang dihasilkan oleh mitra UMKM di Kabupaten Gowa, 

Sulawesi Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan mitra 

dalam memenuhi standar keamanan pangan serta memperkuat legalitas produk agar memiliki 

peluang distribusi yang lebih luas. Pendampingan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu 

identifikasi kebutuhan perizinan, evaluasi dokumen pendukung usaha, penyusunan informasi 

produk, serta pendampingan dalam proses pengajuan perizinan sesuai dengan karakteristik produk 

dan ketentuan yang berlaku (Nurul Izza et al., 2021; Pratama et al., 2025; Ummah, 2023). 

Dalam pelaksanaannya, tim pengabdian memberikan arahan teknis mengenai berbagai 

aspek yang perlu dipersiapkan oleh mitra, meliputi identitas usaha, informasi produk, proses 

produksi, pengelolaan bahan baku, serta praktik penanganan hasil produksi. Pendampingan juga 

dilakukan untuk membantu mitra memahami pentingnya dokumentasi usaha dan penerapan standar 

keamanan pangan sebagai bagian dari peningkatan kualitas produk. Proses ini dilakukan secara 

bertahap dengan tujuan mengurangi kendala administratif serta meningkatkan kesiapan mitra 

dalam memenuhi persyaratan legalitas pangan. 

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mitra terhadap pentingnya 

pemenuhan standar keamanan pangan dan legalitas produk. Melalui proses pendampingan, mitra 

mampu mengidentifikasi dokumen dan persyaratan yang diperlukan dalam pengembangan 

legalitas usaha pangan. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian penguatan formalitas usaha 

setelah sebelumnya dilakukan pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 

edukasi terkait sertifikasi halal. 

Pemenuhan aspek legalitas dan standar keamanan pangan memiliki peran penting dalam 

meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Produk pangan yang diproduksi 
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dengan memperhatikan standar keamanan, kualitas bahan, serta proses pengolahan yang baik akan 

memiliki peluang lebih besar untuk diterima oleh pasar yang lebih luas. Hal ini menjadi semakin 

penting karena perkembangan pasar pangan saat ini tidak hanya mempertimbangkan aspek harga, 

tetapi juga memperhatikan kualitas, keamanan, dan kepastian proses produksi. Dalam perspektif 

teoritis, Tietenberg dan Lewis (2020) menjelaskan bahwa transparansi dan jaminan kualitas 

merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan pada rantai pasok pangan. Produk 

yang memiliki informasi dan standar yang jelas akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari 

konsumen maupun mitra bisnis karena mampu memberikan kepastian mengenai kualitas dan 

keamanan produk. Dengan demikian, pemenuhan standar legalitas pangan tidak hanya dipandang 

sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing usaha. 

Selain itu, penguatan aspek legalitas pangan dapat mendukung integrasi UMKM ke dalam 

sistem pemasaran yang lebih formal dan terstruktur. Keberadaan dokumen pendukung usaha, 

penerapan standar produksi, serta pemahaman terhadap regulasi pangan menjadi faktor penting 

dalam mendorong keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan ini menjadi salah 

satu langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas UMKM jamur di Kabupaten Gowa menuju 

usaha pangan yang lebih profesional, terpercaya, dan berkelanjutan.. 

 

Pendampingan Permodalan melalui KUR BSI 

Pada tanggal 25 April 2026, dilakukan kegiatan pendampingan berupa konsultasi dan 

*sharing session* terkait akses permodalan usaha melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 

lembaga keuangan formal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha 

jamur di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan mengenai alternatif sumber pembiayaan yang dapat 

dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan kapasitas usaha. Pendampingan dilakukan melalui 

penyampaian materi mengenai karakteristik pembiayaan KUR, mekanisme pengajuan, persyaratan 

administrasi, serta berbagai manfaat pembiayaan formal bagi pengembangan UMKM. 

Dalam kegiatan tersebut, tim pengabdian memberikan penjelasan mengenai tahapan 

pengajuan pembiayaan, mulai dari persiapan dokumen usaha, penyusunan informasi usaha, proses 

pengajuan kepada lembaga keuangan, hingga tahapan analisis kelayakan pembiayaan. Selain itu, 

mitra diberikan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan administrasi dan legalitas usaha 

sebagai salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan peluang memperoleh akses pembiayaan. 

Diskusi interaktif juga dilakukan untuk mengevaluasi kondisi usaha mitra, meliputi kapasitas 

produksi, kebutuhan modal kerja, pengelolaan arus kas, serta rencana pemanfaatan dana apabila 

memperoleh pembiayaan. 

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mitra mengenai mekanisme 

akses pembiayaan formal, khususnya terkait prosedur, persyaratan, dan manfaat pembiayaan KUR 

bagi pengembangan usaha. Mitra menjadi lebih memahami bahwa kesiapan legalitas usaha, seperti 

kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta kelengkapan administrasi usaha merupakan aspek 

penting yang perlu dipersiapkan sebelum mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan. Hal 
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ini menunjukkan bahwa pendampingan legalitas usaha pada tahap sebelumnya memiliki 

keterkaitan dengan peningkatan kesiapan mitra dalam mengakses sumber permodalan. 

Secara teoritis, akses terhadap layanan keuangan formal merupakan salah satu faktor 

penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Anwar (2022) menjelaskan 

bahwa inklusi keuangan memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh layanan 

keuangan yang dapat mendukung peningkatan kapasitas bisnis. Selain itu, Varma (2019) 

menyatakan bahwa perkembangan teknologi keuangan (*financial technology*) turut memperluas 

pilihan akses pembiayaan bagi UMKM melalui layanan keuangan yang lebih mudah dijangkau. 

Namun demikian, akses pembiayaan tidak hanya bergantung pada ketersediaan program 

pembiayaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan internal usaha. Lembaga keuangan tetap 

melakukan penilaian berdasarkan berbagai aspek, seperti kelengkapan administrasi, kelayakan 

usaha, kemampuan pengelolaan keuangan, serta keberlanjutan aktivitas bisnis. Oleh karena itu, 

penguatan aspek legalitas, tata kelola usaha, dan pemahaman pengelolaan keuangan menjadi 

bagian penting dalam meningkatkan kesiapan UMKM jamur di Kabupaten Gowa untuk 

memperoleh dukungan permodalan secara berkelanjutan. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan terpadu 

pada UMKM pangan jamur di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan mampu memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan kapasitas usaha mitra. Pendampingan yang mengintegrasikan aspek legalitas usaha, 

pemenuhan standar produk pangan, serta peningkatan pemahaman akses pembiayaan mampu 

menjawab permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses pengembangan 

bisnis. 

Pada kondisi awal, usaha mitra masih menghadapi keterbatasan dalam aspek formalitas 

usaha, pemahaman regulasi pangan, serta akses terhadap sumber pembiayaan formal. Melalui 

rangkaian kegiatan pendampingan, mitra mengalami peningkatan pemahaman mengenai 

pentingnya legalitas usaha melalui pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), penerapan prinsip 

jaminan produk halal, pemenuhan standar keamanan pangan, serta mekanisme akses pembiayaan 

melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pendampingan tersebut memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan kesiapan usaha dalam membangun tata kelola yang lebih formal dan 

profesional. Kepemilikan legalitas usaha dan peningkatan literasi pembiayaan menjadi faktor 

pendukung bagi mitra dalam memperkuat kredibilitas usaha, meningkatkan kepercayaan 

konsumen, serta membuka peluang pengembangan pasar yang lebih luas. Selain itu, pemahaman 

mengenai akses pembiayaan memberikan kesiapan yang lebih baik bagi mitra dalam merencanakan 

pengembangan usaha secara berkelanjutan. 

Dengan demikian, kegiatan pendampingan terpadu ini mampu mendorong transformasi 

UMKM pangan jamur di Kabupaten Gowa dari usaha dengan keterbatasan formalitas menuju 

usaha yang lebih terstruktur, memiliki daya saing, dan siap berkembang secara berkelanjutan. 

Program ini juga menunjukkan bahwa penguatan legalitas usaha yang disertai peningkatan 

kapasitas pengelolaan dan akses pembiayaan sebagai strategi yang mendukung. 
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